Page |313

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Militer 1-02 Nomor 109-K/PM.1-02/AL/X1/2022)

Oleh:

Vindo Montana, ?M. Yamin Lubis, 3Ibnu Affan
123Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Email: montana.vindo@gmail.com, yaminlubis16@gmail.com,
ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh
penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan
pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk
penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 109-
K/PM.1-02/AL/X1/2022 pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan sebagai
upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap
aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena
pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota
oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana
pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp
800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas
Militer Cq.TNI AL. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-
02 Medan Nomor 109-K/PM.1-02/AL/X1/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa
mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan
hukum yang berlaku, dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik
kesatuannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prajurit TNI, Narkotika

ABSTRACT
Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law
enforcers, also many perpetrators have been sentenced to court decisions and are
serving sentences in correctional institutions, including abuse of narcotics by
unscrupulous members of the TNI. The results of the study show that criminal law
arrangements for narcotics abuse are regulated in Rl Law no. 35 of 2009 concerning
Narcotics. Criminal liability for members of the TNI who commit criminal acts of
drug abuse in the decision of the Medan Military Court 1-02 Number 109-K/PM.I-
02/AL/X1/2022 is basically an act of deterrence as an effort to provide learning for
members of the TNI to obey and comply with the rules and avoid all actions that are
prohibited because this responsibility will always be attached to members of the TNI.
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Members of the TNI who commit criminal acts of narcotics abuse with the principal
punishment being imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 800,000,000.00
(eight hundred million rupiah) as well as additional punishment being dismissed from
Military service Cq.TNI AL. The judge's legal considerations in the decision of the
Medan Military Court 1-02 Number 109-K/PM.1-02/AL/X1/2022 in the criminal act of
narcotics abuse committed by unscrupulous members of the TNI is that the
defendant's actions reflect the nature of the defendant who is not good and
disobedient again against the rule of law in force, by no longer caring about the
interests and good name of the unit.

Keywords: Law Enforcement, TNI Soldiers, Narcotics

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk
mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan
pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin
segala warga negaranya bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang
menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Peranan setiap warga negara sangat
berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai
sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada
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aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang
dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut.
Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di
pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan
perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-
undangan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum
nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga
negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah
satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional
adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara
pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Permasalahan penyalahgunaan narkotikamerupakan salah satu permasalahan
pokok yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.
Penyalahgunaan narkotika menunjukkan gejala semakin memprihatinkan baik dari
segi jumlah penggunaan dan variasi narkotika serta cara penggunaan, bahkan dapat
dikatakan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai taraf yang sangat
memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian yang serius.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh
jajaran Kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagaian
kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari
pula bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan
internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat

proses pembangunan nasional.
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Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen
bangsa, mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan
kalangan pejabat, kalangan artis, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga
tidak steril dari penyalahgunaan narkotika. Narkotika ibarat pedang bermata dua, di
satu pihak sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lain
penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman
masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa.

Kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak
pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Hukum Indonesia mengatur
bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum,meskipun tindak
pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional
Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya
mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila Anggota
Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana
tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan,penyidikan dan
penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai
mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer.

TNI yang merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat
negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihra
keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap
masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika,
dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib
yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan
keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Mengambil

tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan
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penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dilingkungan TNI merupakan keharusan
demi suksesnya program-program pembangunan dan pembinaan untuk memelihara
fungsinya sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial, namun dalam
kenyataan banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana slah satunya
adalah tindak pidana narkotika.

Setiap orang atau setiap warga negara Indonesia sama dihadapan hukum, tidak
terkecuali anggota Tentara Nasional Indonesia. Perkara pidana yang dilakukan oleh
warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam
KUHAP, jika seorang anggota TNI melakukan suatu tindak pidana maka akan
diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen ( subsistem )
terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku Penuntut, Hakim dan petugas
Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer,
akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen
(subsitem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer
dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik
tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.
Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit
militer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),
Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana
yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar
menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya
sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan
tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkotika karena kurang

memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini
merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta
menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan
dengan upaya paksa terhadap penyelidikan telepon seluler prajurit ditinjau dari
peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan
jalan menganalisanya.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta
dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh
dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian
normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi,
buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek

merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke,
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yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika
adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah
Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih
harus digertak) serta adiksi.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah
sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa
pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan,
merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah
Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah :
terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari
morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-
perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan
kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang
kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut
“abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga
diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai
dengan fungsinya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis
narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur
sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi
sosialnya.

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku.
Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di
luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak

terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.
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Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat
guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi
narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya)
serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk
menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah
penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang
tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak
atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi
Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961)
maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ), tidak jauh berbeda
dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-
undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah
penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan
atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961
beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on
Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa:
suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di
negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan
masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor,
perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk

jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji
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Klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol
langsung dari pihak tersebut.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat
terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik
setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan
penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini
menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan
narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (the drug
trafficking industry), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi
kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations) di
samping jenis kejahatan lainnya.

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi,
pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan
terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional
dan internasional. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Ssampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam
extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari
itu selayaknya diterapkan extraordinary law yang mana bahwa dalam kondisi darurat
tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu
sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan
prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika memerlukan suatu

peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor
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Tahun 1976 Tentang Narkotika kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah
merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh
hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin
seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat
dipidana.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat
memprihatinkan karena peredarannya sudah merebak kemana-mana, baik kalangan
atas hingga kalangan bawah, anak-anak, tua, maupun muda bahkan sudah tidak
mengenal profesi apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran peredaran
narkotika, hal ini sangat meresahkan masyarakat karena merupakan ancaman yang
sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi
ancaman sangat serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak tatanan
bernegara selain itu juga bisa merusak generasi bangsa.

Kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak
permasalahan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai
dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui
peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah. Penyalahgunaan
narkotika secara umum dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perkembangan komunikasi yang mempengaruhi kebudayaan manusia.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi dalam
lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan

ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa
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seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya
kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan
dan niat yang telah direncanakan.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir
dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat
mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Jika dikaji lebih mendalam lagi
maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya
intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal
serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu
kumpulan kemampuan seseorang Yyang memungkinkan memperoleh ilmu
pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan
dan masalah-masalah yang timbul.

Selain itu keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional
sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang
terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah
(labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang
dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu
masalah.

Kejahatan peredaran narkotika adalah disebabkan tidak mampu
menempatkan daya berpikirnya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya
perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini
mengakibatkan tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang

terjerumus dalam kejahatan peredaran narkotika.

KESIMPULAN
Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

diatur dalam Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dalam putusan Pengadilan Militer 1-02
Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/X1/2022 diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1)
juncto Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan
Nomor 109-K/PM.I-02/AL/X1/2022 pada dasarnya merupakan suatu tindakan
penjeraan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan
patuh terhadap aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena
pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota
oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana
pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp
800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas
Militer Cq.TNI AL.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan
Nomor 109-K/PM.I-02/AL/X1/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika
yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan
sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang
berlaku, dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya,
meskipun terdakwa sudah mengetahuinya serta perbuatan terdakwa meresahkan dan
merugikan mayarakat  serta bertentangan dengan Program pemerintah untuk

memerangi peredaran gelap narkotika.
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